WANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR : 32 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang . a bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Empat
Lawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Dacrah Kabupaten Empat Lawang perlu
ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Empat Lawang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.

Mengingat ™ : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepégawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849,

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzh Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005,
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 2005, tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4546);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pembentukan
Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
s Daruhlik Indanesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan



Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG.

- BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

_ Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

I. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Empat Lawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;

5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Empat Lawang;

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Kabupaten Empat Lawang;

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daetah Kabupaten Empat Lawang.

BAB 11
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas

- pokok melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang

dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Otonomi dan Tugas

_Perbantua;_}.



Bagian Ketiga J
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan m—
Bupati ini, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten
Empat Lawang mempunyai fungsi:

a. Perumusan-kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya,

& Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

'd. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

BAB I
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 5

(1). Struktur Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
terdiri dari :
1. Kepala Badan

5 Sekretariat membawahi:
a) . Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL membawahi:
a) Sub Bidang AMDAL dan Pengembangan Kapasitas;
b) Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan
Limbah membawahi:
a) Sub Bidang Pengawasan dan Pencemaran Lingkungan;
b) Sub Bidang Pengendalian dan Pembuangan Limbah.

-

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Kepala Badan
Pasal 6

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten
Empat Lawang mempunyal tugas membantu Bupati Empat Lawang dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dalam bidang
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.



Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 6 peraturan ini,
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten
Empat Lawgpg mempunyai tugas :

a. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan
standar/pedoman;
b. Pengendalian lingkungan hidup Kabupaten Empat Lawang;

c. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya
alam;

d. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air dalam
Kabupaten Empat Lawang;

¢. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi
kegiatan-kegiatan yang potensial, berdampak negatif pada masyarakat
luas yang lokasinya meliputi seluruh wilayah dalam Kabupaten Empal
Lawang;

f. Pengawasan pelaksanaan konservasi dalam Kabupaten Empat Lawang;

g. Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu
lingkungan Nasional;

h. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian;
i. Pengelolaan ketatausahaan,

Bagian kedua
Sckretaris

Pasal 8

Sekretaris Badan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan
ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan
seria pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala Badan
dan semua unsur di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

. Daerah, serta melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan

Peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup.
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 peraturan
ini Sekretaris Badan mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan administratif di
lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Dacrah;

b. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan
dan rumah tangga.

¢. Melaksanakan penyusunan anggaran belanja rutin, pengelolaan
administrasi keuvangan dan verifikasi.



d. Merencanakan operasional program kegiatan kesekretariatan Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

" e. Mengkordinasikan tugas masing-masing Sub Bagian;

- f. Mengatur dan melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas bidang
kesekretariatan yang berkaitan dengan dampak lingkungan;

g. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja di bidang
kesekretariatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

h. Membagi tugas dan memberikan pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh satuan organisasi - dalam lingkungan Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

i. Mengatur jadwal pelaksanaan rapat di lingkungan Badan Pengendalian
- Dampak Lingkungan Daerah yang dituangkan dalam natulen rapat;

j. Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai kepada
bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP 3;

k. Melaporkan kegiatan kepada atasan baik yang telah maupun yang akan
dilaksanakan guna kelancaran tugas;

l. Menghimpun bahan laporan dari masing-masing bidang yang
selanjutnya disusun menjadi laporan Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah, baik secara bulanan, triwulan, tahunan;

m. Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas terlaksana dengan baik;

n. Memberikan konsep, petunjuk tentang konsep administrasi kepada
bawahan untuk siap diketik dan membubuhkan paraf atau menanda
tangani pada hasil ketikan;

0. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 10

ot

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
' ketatausafiaan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga.

Pasal 11

Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal 10, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi ketatausahaan;
b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kepegawaian;

_ ¢. Melaksanakan urusan administrasi, perlengkapan, dan rumah tangga;

d. Mengatur dan membual adrimisirash penaanan Sanms weschreiariaia,



e. Mengevaluasi dan menyajikan data ketatausahaan, kepegawaian dan
perlengkapan kerumah tanggaan:

f. Membuat laporan hasil pekerjaan dan kepegawaian guna selanjutnya
memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan
tugass.

g. Membagi kepada bawahan, supaya tugas-tugas terbagi habis dan
terlaksana dengan baik;

h. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik
secara bulanan, tahunan, maupun secara Insidentil;

i. Menghimpun dan menyusun peraturan Perundang undangan beserta
petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) untuk pedoman pelaksanaan tugas;

. j. Melaksanakan koordinasi kepada Sub Bagian lainnya pada sekretariat
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

k. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun dengan DP 3;

1. Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat-surat
biasa yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian dan Kepegawaian;

m. Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat-surat biasa dart
bawahan dan selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan paraf
pada hasil ketikan; -

n. Membuat laporan baik secara bulanan, maupun insidentil melalw
sekretaris;

o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian keemfjat
Sub Bagian Keuangan
Pasal 12
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengelola dan
membina administrasi keuangan serta menyusun rencana anggaran dan

pendapatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten
Empat Lawang

- Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal 12, Sub
Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi keuangan;

b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

¢. Mengelola dan membina administrasi keuangan dengan baik dan benar;

=

Membuat laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan
akhir tahun;



e. Mengevaluasi dan menyajikan data keuangan untuk program kegiatan
selanjutnya;

f. Membagi tugas pada bawahan, supaya tugas-tugas terbagi habis dan
terlaksana dengan baik;

g. Melaksanakan koordinasi kepada Sub Bagian lainnya pada sekretariat
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun dengan DP 3;
i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Tata Lingkungan dan Amdai
" Pasal 14

Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah di bidang
Tata Lingkungan dan AMDAL.

Pasal 15
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 peraturan

ini, Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL mempunyai tugas:

a. Perumusan kebijakan, pengaturan, pengolahan dan penetapan dan
standar atau pedoman dalam Tata Lingkungan dan AMDAL;

. b. Perumusan pengembangan kapasitas kelembagaan;

¢. Perumusan Baku Mutu Lingkungan Hidup berdasarkan Baku Mutu
Lingkungan Nasional;

d. Pengkoordinasian analisis mengenai dampak lingkungan;

e. Pengkoordinasian pengendalian dan pengawasan peréencanaan tata
lingkungan;

f Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
.Sub Bidang Amdal dan Pengembangan Kapasitas
Pasal 16

Sub Bidang AMDAL dan Pengembangan kapasitas mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL pada
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah kabupaten Empat
Lawang.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16 peraturan ini,

Sub Bidang AMDAL dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :

1) Sub Bidang Pengkajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), mempunyai tugas :



Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan sekretariat komisi
mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten
Empat Lawang; ’

Menyiapkan bahan pengkajian dan pembinaan teknis Mengenai
An_eﬂxl'isis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Kegiatan
Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);

Mengumpulkan, mengelola, menyajikan dan mengevaluasi data
Mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Surat Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL);

Mengumpulkan bahan dan meneruskan rekomendasi pelaksanaan
Mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya
Kegiatan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata
Lingkungan dan AMDAL.

2) Pengembangan Kapasitas, mempunyai tugas.

a.

Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan
kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengembangan
kapasitas sumber daya manusia;

Menyiapkan bahan kebijaksanaan dan melaksanakan pengembangan
peraturan perundang-undangan dibidang teknis pengelolaan
lingkungan hidup;

Menyiapkan  bahan, mengendalikan dan mengevaluasikan
pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan Kkapasitas
pengendalian dampak lingkungan;

Menyiapkan bahan pengembangan kapasitas kelembagaan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata
Lingkungan dan AMDAL.

Bagian Ketujuh
Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 18

Sub Bidang Pemantavan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL pada
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Empat
Lawang.



o

Pasal 19

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan ini,
Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas :

a. Penyusunan perumusan operasional pemantauan dalam rangka

et

pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan;

. Pengaturan pengolahan lingkungan dalam pemantauan sumber daya

alam, pengamanan dan pelestarian sumberdaya yang berdampak dalam
Kabupaten;

Penyusunan standar/pedoman pemantauan dan pemulihan konservasi
lingkungan serta penerapan Baku Mutu Lingkungan (BML);

. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan koordinasi pemantauan dan

pemulihan lingkungan;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

Menyiapkan dan menyusun bahan dan data lingkungan, jenis
usaha/kegiatan yang berdampak lingkungan;

. Menyiapkan bahan rencana opérasional pemantauan jenis

usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, Rencana
Kegiatan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL),
Upaya Kegiatan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL);

. Melaksanakan pemantauvan terhadap jenis usaha/kegiatan yang

berdampak terhadap lingkungan rencana operasional pemantauan jenis
usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, Rencana
Kegiatan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL),
Upaya-Kegiatan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL);

Menyusun laporan hasil pemantauan dan data lingkungan;

Menginventarisasi hasil pemantavan dan tindak lanjut;

. Menyiapkan dan menyusun data pencemaran/kerusakan lingkungan;

Menyusun bahan  operasional  pemulihan konservasi  kualitas
lingkungan;

. Menyusun laporan hasil pemulihan konservasi kualitas lingkungan;

. Meny'iﬂapkan data tentang Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah

(RLKT);

. Memonitoring kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah

(RLKT);

. Menyiapkan bahan data Flora dan Fauna dan pemantauan;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



Bagian Kedelapan
B-idang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
dan Pengelolaan Limbah

Pasal 20

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah
mempunyai tugas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah di
Bidang Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah.

Pasal 21
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 20 peraturan
ini, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah

mempunyaj tugas :

a. Merencanakan operasional program kegiatan Bidang Pengendalian
Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah;

_ b. Mengatur dan mengkoordinasikan tugas Sub Bidang Pengawasan dan

Pencemaran Lingkungan dan Sub Bidang Pengendalian dan
Pembuangan Limbah;

c. Mengatur dan melaksanakan pembinaan terhadap tugas Sub Bidang
Pengawasan dan Pencemaran Lingkungan dan Sub Bidang
Pengendalian dan Pembuangan Limbah;

d. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja  Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah;

e. Membagi tugas kepada Sub Bidang-Sub Bidang supaya tugas-tugas
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah
terbagi habis;

f. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan
tugas schari-hari;

g. Mengevaluasi tugas bawahan dan memberikan nilai kepada bawahan
setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP-3;

h. Melaporkan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaraii Lingkungan
dan Pengelolaan Limbah baik yang telah maupun yang belum
dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran/ usulan kepada atasan
(Kepala Badan);

i. Menghimpun bahan paparan dari masing-masing Sub Bidang yang
selanjutnya menyusun Laporan Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan.

Bagian Kesembilan
Sub Bidang Pengawasan Dan Pencemaran Lingkungan
Pasal 22

Sub Bidang Pengawasan dan Pencemaran lingkungan mempunyal tugas,
melaksanakan  sebagian tugas Bidang Pengawasan dan Pencemaran

Lingkungan.



Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 22 peratyran ini,
Sub Bidang Pengawasan dan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :

a.

Menyusun rencana kegiatan, Sub Bidang Pengendalian dan Pencemaran
Lingkungan;

Mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan Sub
Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan;

Melaksanakan rencana pc;ngawasan dan pengendalian kerusakan

lingkungan;

Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
kerusakan lingkungan;

Menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan dan kebijakan
pengawasan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;

Mengkoordinasikan kerusakan dan pencemaran lingkungan;

Membuat laporan hasil pekerjaan Sub Bidang Pengawasan dan
Pencemaran Lingkungan;

Membagi tugas kepada bawahan, supaya tugas-tugas Sub Bidang
Pengawasan dan Pencemaran Lingkungan terbagi habis dan terlaksana
dengan baik;

Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan Pencemaran
Lingkungan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;

Menghimpun dan menyusun Peraturan Perundang-Undangan beserta
petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) untuk pedoman pelaksanaan tugas;

Mengadakan koordinasi kepada Sub Bidang lain pada Bidang
Pengawasan dan Pencemaran Lingkungan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun di cantumkan
dalam DP 3;

Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat-surat
biasa yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pengawasan dan
Pencemaran Lingkungan; ’

‘Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat-surat biasa dari

bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan memberikan paraf
pada hasil ketikan.
Bagian Kesepuluh
Sub Bidang Pengendalian dan Pémbuangan Limbah
P’asal 24

Sub Bidang Pengendalian dan Pembuangan Limbah, mempunyai tugas
melaksanakan  sebagian tugas bidang Pengendalian Pencemaran

* Lingkungan dan Pengelolaan Limbah,



Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 24 peraturan
ini, Sub Bidang Pengendalian dan Pembuangan Limbah mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Pembuangan
Limbah;

b. Mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dengan Sub
 Bidang Pengendalian dan Pembuangan Limbah;
¢. Melaksanakan rencana pengendalian dan Pembuangan Limbah;

d. Melakukan evaluasi atas Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
Pembungan Limbabh; '

e. Menyusun dan menyiapkan bahan Pembinaan Pelaksanaan dan
Pengendalian Pencemaran dan Pembuangan Limbah;

f. Membuat laporan hasil pekerjaan Sub Bidang Pengendalian dan
Pembuangan Limbabh;

g. Membagi tugas kepada bawahan, supaya tugas-tugas Sub Bidang
Pengendalian dan Pembuangan Limbah terbagi habis dan terlaksana
dengan baik;

h. Mengumpulkan dan menyusun Pcraturan Perundang-Undangan beserta
petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) uniuk pedoman pelaksanaan tugas;

i. Mengadakan koordinasi kepada Sub Bidang lain pada Bidang
Pengendalian Pencemaran l.ingkungan dan Pengelolaan Limbah;

iR Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun di cantumkan
dalam DP 3;

k. Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat-surat
biasa yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pengendalian dan
~ Pembuangan Limbabh;

. Memeriksa, meneliti, konsep-konsep naskah dinas dan surat-surat biasa
o dari bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan
i paraf pada hasil ketikan;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB YV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 26

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
. tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

Pasal 27

| (1) Keloﬁlpok jabatan fungsional sc:hagajmana dimaksud pada pasal 26
peraturan ini terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan
ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu)
ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala
kantor; -



(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini
diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 1
pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuvai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan
dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Bupati Kabupaten Empat Lawang.

-

Pasal 30
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui ,memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Empat Lawang.

o _ pada tanggal, {0 £
. /wupxrl E AWAN};

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 224 &t 2008

PIt.SEKRETARIS-DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

e EADJAMUDDIN ZAHEIR

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2008 NOMOR % Z8ERI



